BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya,

dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam rangka percepatan perizinan berusaha penanaman modal
dan kemudahan berusaha perlu ditata kembali agar mendukung
perkembangan usaha dan bukan sebaliknya menjadi hambatan
perkembangan usaha. Konsep perubahan perizinan berusaha
merupakan sebuah jalan yang dapat dilakukan untuk menuju
sebuah kemudahan dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha
penanaman modal. Perubahan penerbitan perizinan berusaha
melalui OSS harus tetap memperhatikan pemanfaatan teknologi
informasi karena izin usaha diterbitkan melalui sistem elektronik
yang mengacu pada UU ITE. Selain memperhatikan pemanfaatan
teknologi informasi, sistem OSS juga harus memperhatikan
kepastian hukum dalam penerbitan izin usaha untuk kelangsungan
kemudahan berusaha bagi pelaku usaha penanam modal agar tidak
mengakibatkan adanya praktik legitimate expectation yang
dilakukan oleh pemerintah kepada pemegang izin usaha dalam

penerbitan izin usaha.

2. Pada prinsipnya kebijakan OSS memang dimaksudkan untuk
menunjang iklim investasi di Indonesia dengan membawa
kemudahan berusaha dalam sistem perizinan secara elektronik.
Namun, selain membawa kemudahan berusaha, sistem OSS yang
diterbitkan melalui PP 24/2018 diharapkan mampu untuk
menyederhanakan perizinan yang ada di daerah maupun pusat
dengan menerapkan sistem HGSL (penghapusan, penggabungan,

penyederhanaan dan pelimpahan) agar izin yang ada lebih jelas,
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sederhana, efisien, efektif, tepat waktu serta membawa kepastian

hukum.
5.2. Saran

Berdasarkan uraian melalui bab di atas, maka saran yang dapat dijadikan

masukan adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya sistem OSS ini, Pemerintah selaku pelaksana
pelayanan perizinan berusaha tidak hanya memperbaiki prosedur
perizinan yang terdiri dari prosedur administrasi, yuridis, teknis dan
managerial. Melainkan, harus dapat melaksanakan fungsi
pengendalian, pengawasan terhadap izin usaha dengan memberikan
pelayanan yang optimal agar membawa kepastian hukum dan
kemudahan berusaha bagi penanam modal. Sehingga, pelaku usaha
penanam modal dapat merasakan kemudahan berusaha dalam

mengurus perizinan yang cepat dan sederhana.

2. Perubahan perizinan berusaha seharusnya dapat menyederhanakan
sistem perizinan berusaha di Indonesia dengan melakukan reformasi
perizinan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Agar
penyelenggaraan perizinan pada tingkat pusat maupun daerah mampu
mendorong iklim penanaman modal yang lebih kondusif sehingga
dapat menambah devisa negara dengan banyaknya penanam modal

yang menanamkan modalnya.
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